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BAB II 

 
MASUKNYA TENAGA KERJA ASING  

DI INDONESIA 

 

 

 

A. TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA. 

1. Latar belakang dan Filosofi Penggunaan TKA di Indonesia. 

Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah menjadi fenomena yang lumrah, tidak 

hanya dewasa ini yang disebut sebagai era globalisasi namun juga telah ada sejak 

dimulainya industrialisasi di muka bumi. Dilihat dari perkembangannya, latar 

belakang digunakannya TKA di Indonesia mengalami perubahan sesuai 

zamannya. Tujuan pengaturan mengenai TKA ditinjau dari aspek hukum 

ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan 

kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan level. 

Karenanya dalam mempekerjakan TKA di Indonesia dilakukan melalui 

mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur 

perizinan hingga pengawasan. Berlakunya UU 13 Tahun 2003 telah mencabut UU 

No. 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Bab 

VIII Pasal 42 sampai 49 UU 13 TAhun 2003 menjadi acuan dasar dalam hal 

penempatan TKA di Indonesia saat ini ditambah berbagai peraturan pelaksana. 

 

2. Pengertian Tenaga Kerja Asing (TKA). 

Pengertian tenaga kerja asing sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, 

dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk 

retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari 

pengenaan retribusi. Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara 

Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar 

hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat.
1
Pengertian tenaga kerja asing ditinjau dari segi undang-undang 

(Pengertian Otentik), yang dimana pada Pasal 1 angka 13 UU No 13 Tahun 2013 

                                                           
1
 Abdul Khakim, 2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, h.27 



29 

 

tentang Ketenagakerjaan di jelaskan bahwa: “Tenaga kerja asing adalah warga 

negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”. 

 

Mempekerjakan TKA adalah suatu hal yang ironi, sementara di dalam 

negeri masih banyak masyarakat yang menganggur. Akan tetapi, karena beberapa 

sebab, mempekerjakan TKA tersebut tidak dapat dihindarkan. Menurut Budiono, 

“ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia, yaitu: ”
2
 

1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang- bidang 

tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI. 

2. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses 

alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri. 

3. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI. 

4. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di 

Indonesia. 

 

3. Tujuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). 

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang 

belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam 

mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan 

mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi 

asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia 

walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik 

itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib 

menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.
3
 

 

4. Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) 

  Penempatan tenaga kerja asing dapat dilakukan setelah pengajuan rencana 

penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) disetujui oleh Kementerian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi dengan mengeluarkan izin penggunaan tenaga kerja asing. 

Untuk dapat bekerja di Indonesia, tenaga kerja asing tersebut harus mempunyai 

                                                           
2 Budiono, Abdul Rachmat, 1995, Hukum Perburuhan Di Indonesia, PT. Rajagrafindo 

Persada. Jakarta, h. 115 
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izin tinggal terbatas (KITAS) yang terlebih dahulu harus mempunyai visa untuk 

bekerja di Indonesia atas nama tenaga kerja asing yang bersangkutan untuk 

dikeluarkan izinnya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan 

HAM. 

 

5. Tenaga Kerja Ahli Asing. 

  Tenaga ahli yang didatangkan dari luar negeri oleh perusahaan 

pemerintah/swasta hendaknya benar-benar tenaga ahli yang terampil sehingga 

dapat membatu proses pembangunan ekonomi dan teknologi di Indonesia. Untuk 

itu proses alih teknologinya kepada TKI baik dalam jalur menajerial maupun 

profesionalnya harus mendapat pengawasan yang ketat dengan memberikan 

sertifikasi kepada tenaga ahli tersebut. 

 

Masuknya tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia tidak terlepas dari 

adanya suatu perubahan dan implementasi kebijakan dari Pemerintah, sebagai 

konsekwensi adanya Kerjasama Ekonomi Tingkat Internasional yaitu kerja sama 

untuk menjalin hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam 

bidang ekonomi melalui kesepakatan – kesepakatan tertentu, dengan memegang 

prinsip keadilan dan saling menguntungkan. 

Tujuan umum kerja sama ekonomi internasional:
4
 

1. Mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan 

kerja sama.  

2. Meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerja sama di berbagai 

bidang. 

3. Meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia. 

4. Memperluas hubungan dan mempererat persahabatan.  

5. Meningkatkan devisa Negara. 

 

Bentuk – bentuk badan kerja sama internasional adalah: 
a.      Badan Kerja Sama Regional : 

1)      ASEAN ( Association of South East Asian Nation) 

2)      AFTA ( ASEAN Free Trade Area Area) 

3)      APEC ( Asia Pacific Economic Cooperation) 

                                                           
4
 http://darealekonomi.blogspot.co.id/2015/03/dampak-positif-dan-negatif-kerjasama.html posted 

by Yusuf Kurniawan on 23.37 
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4)      European Union (EU) atau Uni Eropa 

5)      EFTA ( European Free Trade Area Area) 

6)      ADB ( Asian Development Bank Bank) atau Bank Pembangunan Asia 

 

b.      Badan Kerja Sama Ekonomi Multilateral : 

1)      IMF ( International Monetary Found) atau Dana Moneter Internasional 

2)      IBRD disebut juga World Bank atau Bank Dunia. 

3)      IFC ( International Finance Corporation) 

4)      ILO (International Labor Organitation) atau Organisasi Perburuhan  Internasional 

5)      UNDP ( United Nations Development Program) 

6)      UNIDO merupakan organisasi pembangunan 

 

 

1. Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi.
5
 

  1.1. Kebijakan: Pengaturan Nasional Mengenai Tenaga Kerja Asing. 

Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal 

dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau 

pergerakan tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut 

berlangsung karena investasi yang dilakukan di negara lain pada umumnya 

membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pemilik/investor. Sejalan dengan 

itu, demi menjaga kelangsungan usaha dan investasinya. Untuk menghindari 

terjadinya permasalahan hukum serta penggunaan tenaga kerja asing yang 

berlebihan, maka Pemerintah harus cermat menentukan policy yang akan di ambil 

guna menjaga keseimbangan antara tenaga kerja asing (modal asing) dengan 

tenaga kerja dalam negeri. 

 

Menyadari kenyataan sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor 

asing, demikian juga dengan pengaruh globalisasi peradaban dimana Indonesia 

sebagai negara anggota World Trade Organisation (WTO) harus membuka 

kesempatan masuknya tenaga kerja asing. Untuk mengantisipasi hal tersebut 

diharapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja 

asing, serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan tersebut harus 

mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur tidak hanya di 

                                                           
5
   http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/1427-tenaga-kerja-asing-di-

indonesia-kebijakan-dan-implementasi.html Ditulis oleh SyahmardanSenin, 05 September 2011 

16:29 
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tingkat Menteri, dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing secara selektif 

dengan tetap memprioritaskan TKI. 

 

Oleh karenanya dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, dilakukan 

melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara 

mewajibkan bagi perusaahan atau korporasi yang mempergunakan tenaga kerja 

asing bekerja di Indonesia dengan membuat rencana penggunaan tenaga kerja 

asing (RPTKA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 

PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

 

1.2. Implementasi : Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 

Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang 

(TKWNAP). 

Berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang 

menggunakan istilah tenaga kerja asing terhadap warga negara asing 

pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indoensia (NKRI), dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 

1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang 

(TKWNAP), menggunakan istilah tenaga warga negara asing pendatang, 

yaitu tenaga kerja warga negara asing yang memiliki visa tingal terbatas 

atau izin tinggal terbatas atau izin tetap untuk maksud bekerja (melakukan 

pekerjaan) dari dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1). 

Istilah TKWNAP ini dianggap kurang tepat, karena seorang tenaga kerja 

asing bukan saja datang (sebagai pendatang) dari luar wilayah Republik 

Idnonesia, akan tetapi ada kemungkinan seorang tenaga kerja asing lahir 

dan bertempat tinggal di Indonesia karena status keimigrasian orang 

tuanya (berdasarkan asas ius soli atau ius sanguinis). 

 

Pada prinsipnya, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 

tentang penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang adalah 

mewajibkan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia di bidang 

dan jenis pekerjaan yang tersedia kecuali jika ada bidang dan jenis 
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pekerjaan yang tersedia belum atau tidak sepenuhnya diisi oleh tenaga 

kerja Indonesia, maka penggunaan tenaga kerja warga negara asing 

pendatang diperbolehkan sampai batas waktu tertentu (Pasal 2). Ketentuan 

ini mengharapkan agar tenaga kerja Indonesia kelak mampu mengadop 

skill tenaga kerja asing yang bersangkutan dan melaksanakan sendiri tanpa 

harus melibatkan tenaga kerja asing. Dengan demikian penggunaan tenaga 

kerja asing dilaksanakan secara slektif dalam rangka pendayagunaan 

tenaga kerja Indonesia secara optimal. 

1.2.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan.  

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan (UUK),  penggunaan tenaga kerja 

asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing 

(UUPTKA). Dalam perjalanannya, pengaturan mengenai 

penggunaan tenaga kerja asing tidak lagi diatur dalam 

undang-undang tersendiri, namun sudah merupakan bagian 

dari kompilasi dalam UU Ketenagakerjaan yang baru. Dalam 

UUK, pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 

dimuat pada Bab VIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. 

Pengaturan tersebut dimulai dari kewajiban pemberi kerja 

yang menggunakan TKA untuk memperoleh izin tertulis; 

memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan, 

jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA; kewajiban 

penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA; 

hingga kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah 

berakhirnya hubungan kerja. 

 

UUK menegaskan bahwa setiap pengusaha dilarang 

mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari 

Menteri. Pengertian Tenaga Kerja Asing juga dipersempit 

yaitu warga negara asing pemegang visa dengan maksud 

bekerja di wilayah Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut 
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ditegaskan kembali bahwa setiap pemberi kerja yang 

mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis 

dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memberikan 

kesempatan kerja yang lebih luas kepada tenaga kerja 

Indonesia (TKI), pemerintah membatasi penggunaan tenaga 

kerja asing dan melakukan pengawasan. Dalam rangka itu, 

Pemerintah mengeluarkan sejumlah perangkat hukum mulai 

dari perizinan, jaminan perlindungan kesehatan sampai pada 

pengawasan. Sejumlah peraturan yang diperintahkan oleh 

UUK antara lain : 

1.2.2. Keputusan Menteri tentang Jabatan Tertentu dan Waktu 

Tertentu (Pasal 42 ayat (5)); 

1.2.3. Keputusan Menteri tentang Tata Cata Pengesahan Rencana 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pasal 43 ayat (4)); 

1.2.4. Keputusan Menteri tentang Jabatan dan Standar Kompetensi 

(Pasal 44 ayat (2)); 

1.2.5. Keputusan Menteri tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang 

Dilarang di Jabat oleh Tenaga Kerja Asing (Pasal 46 ayat (2)); 

....Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

 

Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja 

nasional terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang 

tertentu yang tidak dapat ter-cover oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja 

asing dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang dalam hubungan kerja untuk 

jabatan tertentu dan waktu tertentu. Mempekerjakan tenaga kerja asing dapat 

dilakukan oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan kecuali pemberi kerja 

orang perseorangan. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing 

wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk kecuali 

terhadap perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing 

sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.  

 

Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu bagi tenaga kerja 

asing ditetapkan dengan keputusan Menteri, yaitu Keputusan Menteri Nomor : 

KEP-173/MEN/2000 tentang Jangka Waktu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Warga Negara Asing Pendatang....Jabatan-jabatan yang dilarang (closed list) ini 
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harus diperhatikan oleh si pemberi kerja sebelum mengajukan penggunaan tenaga 

kerja asing. Selain harus mentaati ketentuan tentang jabatan, juga harus 

memperhatikan standar kompetansi yang berlaku. Ketentuan tentang jabatan dan 

standar kompetensi didelegasikan ke dalam bentuk Keputusan Menteri. Namun 

dalam prakteknya, kewenangan delegatif maupun atributif ini belum 

menggunakan aturan yang sesuai dengan UUK. 

 

Sejak amandemen UUD 1945, asas otonomi daerah mendapatkan 

posisinya dalam Pasal 18 tentang pemerintah daerah dan dikembangkannya sistem 

pemerintahan yang desentralistis melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. Lima hal pokok yang menjadi kewenangan Pusat 

Menyusul diberlakukannya otonomi daerah ini adalah luar negeri, pertahanan dan 

keamanan, moneter, kehakiman, dan fiskal. Masalah ketenagakerjaan pun menjadi 

lingkup kewenangan pemerintah daerah, dengan menempatkannya dalam struktur 

organisasi dan tata kerja dalam struktur “dinas”. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang 

Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pengajuan mempergunakan tenaga 

kerja asing untuk pertama kalinya diajukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, selanjutnya untuk perpanjangan diajukan dan diberikan oleh 

Direktur atau Gubernur/Walikota.  

 

Berdasarkan uraian terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: ketentuan mengenai tenaga kerja asing di Indonesia dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 

tidak diatur lagi dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri seperti 

dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga kerja 

asing, tetapi merupakan bagian dari kompilasi dalam UUK yang baru tersebut. 

Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing dimuat pada Bab VIII Pasal 

42 sampai dengan Pasal 49. Namun demikian untuk dapat melaksanakan undang-

undang yang baru masih banyak kendala terutama dalam menggalakkan investasi 

karena sejumlah peraturan yang melengkapi kelancaran program penggunaan 

tenaga kerja asing belum siap, sejauh ini baru Peraturan Menteri Nomor 



36 

 

PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang 

sudah ada disamping 3 Permenaker yang lain untuk mengisi kekosongan hukum 

dengan belum terbitnya peraturan-peraturan yang diperlukan maka peraturan yang 

lama sementara masih diberlakukan. 

 

1.3. Regulasi /Peraturan PenggunaanTenaga Kerja Asing 

Diperbaharui.
6
 

1.3.1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 20015 

tentang Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

  Guna meningkatkan pengendalian dan dalam rangka meningkatkan 

pelayanan serta perlindungan terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia 

pemerintah kini menerbitkan aturan perubahan soal penggunaan Tenaga Kerja 

Asing. Aturan perubahan tersebut yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 16 Tahun 20015 tentang Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

 

  Regulasi yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat 

(4), Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 ini merupakan amandemen 

regulasi sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing, karena 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan. 

 

  Pemberi kerja TKA meliputi Instansi Pemerintah, Badan-badan 

Internasional, perwakilan negara asing, Organisasi Internasional, Kantor 

Perwakilan Dagang Asing, kantor perwakilan berita asing, perusahaan swasta 

asing, badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang, badan hukum 

yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk perseroaan terbatas 

atau yayasan, lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan usaha 

impresariat. 

  Untuk substansi pengaturan yang membedakan dengan regulasi 

sebelumnya adalah terkait kewajiban pemberi kerja TKA wajib melakukan 

                                                           
6
 http://indonesianindustry.com/regulasi-penggunaan-tenaga-kerja-asing-indonesia-

diperbaharuiADMIN, Indonesian Industry  September 1, 2015 

http://indonesianindustry.com/author/admin
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penyerapan tenaga kerja WNI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang untuk 

penggunaan 1 (satu) orang TKA, permohonan RPTKA dan IMTA dapat 

dilakukan secara online, perpanjangan IMTA yang dilakukan oleh PTSP provinsi 

atau kabupaten/kota wajib mendapatkan rekomendasi dari dinas provinsi atau 

dinas kabupaten/kota, pemberi kerja harus melampirkan NPWP, TKA yang sudah 

bekerja lebih dari 6 (enam) bulan harus memliki NPWP dan kepesertaan Jaminan 

Sosial Nasional, masa berlaku IMTA untuk TKA yang menduduki jabatan sebagai 

anggota direksi, anggota komisaris atau anggota pembina, anggota pengurus dan 

anggota pengawas paling lama 2 tahun dan dapat di perpanjang. 

 

  Adapun penambahan pengaturan dalam regulasi ini bahwa IMTA dapat 

digunakan sebagai dasar penerbitan persetujuan visa, pemberian dan perpanjangan 

ITAS, alih status izin tinggal kunjungan (ITK) menjadi ITAS, alih status ITAS 

menjadi ITAP (izin tinggal tetap) dan perpanjangan ITAP, serta IMTA untuk 

wilayah Perairan digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan izin berlayar dari 

instansi yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan. 

 

  Selain itu, dalam regulasi baru ini juga diatur terkait izin mempekerjakan 

TKA untuk pekerjaan bersifat sementara, pekerjaan darurat dan mendesak, 

kawasan ekonomi khusus dan kawasan pelabuhan bebas dan perdangangan bebas, 

wilayah perairan, pemandu nyayi/karaoke, pemengang izin tinggal tetap, adapun 

pembayaran dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) 

sebesar US$ 100 (seratus) Dolar Amerika  per-jabatan/bulan untuk setiap TKA 

yang dibayarkan dimuka harus dikonversi terlebih dahulu ke rupiah. Robert 

 

1.3.2. Revisi: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 16/2015 

tentang Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Nasib Indonesia setelah revisi aturan tenaga kerja asing jelang 

MEA 2016.
7
 

                                                           
7 http://www.rappler.com/indonesia/111215-revisi-permenaker-agenda-bunuh-diri 

Rappler.com1 September 2015 
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Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini menghapuskan kewajiban 

perusahaan untuk merekrut tenaga kerja Indonesia setiap merekrut tenaga kerja 

asing. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) No. 35 tahun 2015 yang merevisi Permenaker No. 16 tahun 2015 

tentang Tata Cara Penerimaan Warga Asing pada 23 Oktober 2015. 

Dalam revisi tersebut pemerintah menghapuskan pasal 3 yang yang 

mensyaratkan perusahaan untuk merekrut sepuluh tenaga kerja Indonesia (TKI) 

setiap merekrut satu orang tenaga kerja asing (TKA). Menurut mantan anggota 

Komisi IX DPR RI sekaligus pimpinan Organisasi Kesejahteraan Rakyat 

(Orkestra) Poempida Hidayatulloh, “keputusan pemerintah untuk menghapuskan 

pasal tersebut keliru karena seharusnya pasal tersebut dipertajam, bukan 

dihapuskan”. “Basis aturan itu (pasal 3 dalam Permenaker No. 16 tahun 2015) 

masih menyisakan ambigu karena angka perbandingan pekerjanya bisa tidak 

sepadan. Karena satu pekerja expat bisa dibayar puluhan atau ratusan juta. Kalau 

mereka hanya dirasiokan dengan pekerja harian misalnya, terjadi disparitas yang 

sangat jauh,” kata Poempida kepada Rappler, Jumat, 30 Oktober. Meskipun begitu 

tidak seharusnya pasal tersebut dihapuskan. “Menghapuskan pasal itu akan 

membuat basis ambiguitas baru,” ujarnya.“Seharusnya pasal tersebut dipertajam 

dan diberikan basis hukuman yang memberikan efek jera. Sehingga pada 

prakeknya akan lebih baik.” 

Pada tanggal 23 Oktober 2015 lalu, Kementrian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi  (Kemenakertrans) menerbitkan aturan baru terkait tata cara 

penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia yaitu Permenaker No: 35 

tahun 2015. Permenaker 35/2015 ini menghilangkan, menambah dan mengubah 

beberapa pasal yang sudah dituangkan dalam Permenaker No: 16 tahun 2015. 

Beberapa perubahan yang dilakukan:  

1.Pasal 3 dihapus,  

2.Di antara pasal 4 dan 5 disisipkan pasal 4A,  

3. Ketentuan pasal 16 diubah,  

4. Ketentuan pasal 37 diubah,  

5.Pasal 40 ayat (2) dihapus, 

6.Pasal 46 diubah,  
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7.Pasal 66 diubah, 

8.Di antara pasal 66 dan 67 disisipkan pasal 66A,  

9.Di antara Bab  XI dan XII disisipkan Bab XIA dan di antara pasal 66A    

  dan 67 disipkan pasal 66B). 

 

2. Regulasi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM 

Tentang Pemberian Bebas Visa. 

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM melalui 

website resmi menerbitkan Regulasi tentang pemberian bebas visa untuk 169 

negara Layanan Publik / Bebas Visa Kunjungan;
8
 

Umum 

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan 

negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing dari warganegara 

tertentu untuk masuk dan keluar wilayah republik indonesia yang dilaksanakan 

dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan 

memperhatikan asas timbal balik dan manfaat serta dapat memberikan manfaat 

yang lebih dalam meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan 

mancanegara. 

Persyaratan: 

1. Memiliki Paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan 

2. Memiliki tiket kembali atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara 

lain 

Lama tinggal: 

Bebas visa kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling 

lama 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi 

izin tinggal lainnya. 

Tujuan: 

1. Wisata 

2. Keluarga 

3. Sosial 

                                                           
8 http://www.imigrasi.go.id/index.php/produk-hukum/undang-undang 

 

http://www.imigrasi.go.id/index.php/produk-hukum/undang-undang
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4. Seni dan budaya 

5. Tugas pemerintahan 

6. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar 

7. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di 

indonesia 

8. Meneruskan perjalanan ke negara lain 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Investor Asing. 

1. 9
Pengertian Investasi Langsung Luar Negeri (Foreign Direct 

Investment). 

Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi langsung luar negeri 

adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Ia 

bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam 

jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan 

yang ada di negara asal (biasa disebut 'home country') bisa mengendalikan 

perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (biasa disebut 'host country') baik 

sebagian atau seluruhnya. Caranya dengan si penanam modal membeli perusahaan 

di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun 

perusahaan baru di sana atau membeli sahamnya sekurangnya 10%. 

Biasanya, Foreign Direct Investment (FDI) terkait dengan investasi aset-

aset produktif, misalnya pembelian atau konstruksi sebuah pabrik, pembelian 

tanah, peralatan atau bangunan; atau konstruksi peralatan atau bangunan yang 

baru yang dilakukan oleh perusahaan asing. Penanaman kembali modal 

(reinvestment) dari pendapatan perusahaan dan penyediaan pinjaman jangka 

pendek dan panjang antara perusahaan induk dan perusahaan anak atau afiliasinya 

juga dikategorikan sebagai investasi langsung. Kini mulai muncul corak-corak 

baru dalam Foreign Direct Investment (FDI) seperti pemberian lisensi atas 

penggunaan teknologi tinggi. 

                                                           
9
 http://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/fifdi.htm 
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Sebagian besar FDI ini merupakan kepemilikan penuh atau hampir penuh 

dari sebuah perusahaan. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki 

bersama (joint ventures) dan aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan lokal. 

Joint ventures yang melibatkan tiga pihak atau lebih biasanya disebut sindikasi 

(atau 'syndicates') dan biasanya dibentuk untuk proyek tertentu seperti konstruksi 

skala luas atau proyek pekerjaan umum yang melibatkan dan membutuhkan 

berbagai jenis keahlian dan sumberdaya. Istilah Foreign Direct Investment (FDI) 

biasanya tidak mencakup investasi asing di bursa saham. 

2. Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. 

UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967) dikeluarkan untuk menarik 

investasi asing guna membangun ekonomi nasional. Di Indonesia adalah 

wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan 

persetujuan dan ijin atas investasi langsung luar negeri. Dalam dekade terakhir ini 

pemodal asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia karena tidak stabilnya 

kondisi ekonomi dan politik. Kini muncul tanda-tanda bahwa situasi ini berubah: 

10
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kemarin merilis data investasi di 

Indonesia. Dalam data tersebut, ada capaian yang menarik yakni lonjakan realisasi 

investasi China sebesar 400 persen dibanding periode yang sama tahun 

sebelumnya. Ini merupakan sebuah catatan positif karena Negeri Tiongkok itu 

biasanya hanya menyatakan minat besar, tanpa diiringi dengan realisasi. 

 

Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi dari China pada kuartal I-2015 

mencapai US$500 juta atau setara Rp6,5 triliun dengan asumsi kurs rupiah 

Rp13.000 per dolar AS. Nilai tersebut melonjak lima kali lipat dari realisasi pada 

kuartal I-2014 yang hanya US$100 juta. 

 

Peningkatan realisasi investasi dari China patut diapresiasi karena pada 

tahun-tahun sebelumnya investasi yang masuk dari Negeri Tirai Bambu selalu 

                                                           
10 http://www.bareksa.com/id/text/2016/04/26/investasi-china-di-indonesia-naik-400-apa-

penyebabnya/13195/news 

 

http://www.bareksa.com/id/text/2016/04/26/investasi-china-di-indonesia-naik-400-apa-penyebabnya/13195/news
http://www.bareksa.com/id/text/2016/04/26/investasi-china-di-indonesia-naik-400-apa-penyebabnya/13195/news
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jauh dari harapan. Berdasarkan catatan BKPM, realisasi investasi negara tersebut 

periode 2005 - 2014 hanya sebesar 7 persen dari minat investasi yang masuk 

setiap tahunnya. 

 

Pada 28 November 2015, melalui kegiatan Indonesia Investment 

Marketing di Shanghai, BKPM mencatat minat investasi baru dari China sebesar 

US$1,9 miliar atau setara Rp24,7 triliun. Dengan realisasi sebesar Rp6,5 triliun 

pada kuartal I-2016, maka hingga saat ini realisasi sudah mencapai angka 26 

persen, kontras dengan tahun sebelumnya yang masih di bawah 10 persen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11
Data BPS kenaikan investasi China di Indonesia  2015-2016. 

 

 

 

 

                                                           
11

 http://www.bareksa.com/id/text/2016/04/26/investasi-china-di-indonesia-naik-400-apa-

penyebabnya/13195/news News - Economy 

http://www.bareksa.com/id/text/2016/04/26/investasi-china-di-indonesia-naik-400-apa-penyebabnya/13195/news
http://www.bareksa.com/id/text/2016/04/26/investasi-china-di-indonesia-naik-400-apa-penyebabnya/13195/news
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Perusahaan-perusahaan multinasional yang ingin menyedot sumber daya 

alam menguasai pasar (baik yang sudah ada dan menguntungkan maupun yang 

baru muncul) dan menekan biaya produksi dengan mempekerjakan buruh murah 

di negara berkembang, biasanya adalah para penanam modal asing ini. Contoh 

'klasik' FDI semacam ini misalnya adalah perusahaan-perusahaan pertambangan 

Kanada yang membuka tambang di Indonesia atau perusahaan minyak sawit 

Malaysia yang mengambil alih perkebunan-perkebunan sawit di Indonesia. 

Cargill, Exxon, BP, Heidelberg Cement, Newmont, Rio Tinto dan Freeport 

McMoRan, dan INCO semuanya memiliki investasi langsung di Indonesia. 

Namun demikian, kebanyakan FDI di Indonesia ada di sektor manufaktur di Jawa, 

bukan sumber daya alam di daerah-daerah. 

Salah satu aspek penting dari Foreign Direct Investment (FDI) adalah 

bahwa pemodal bisa mengontrolâ€"atau setidaknya punya pengaruh 

pentingâ€"manajemen dan produksi dari perusahaan di luar negeri. Hal ini 

berbeda dari portofolio atau investasi tak langsung, dimana pemodal asing 

membeli saham perusahaan lokal tetapi tidak mengendalikannya secara langsung. 

Biasanya juga FDI adalah komitmen jangka-panjang. Itu sebabnya ia dianggap 

lebih bernilai bagi sebuah negara dibandingkan investasi jenis lain yang bisa 

ditarik begitu saja ketika ada muncul tanda adanya persoalan. 

3. Foreign Direct Investment (FDI) sebagai indikator ekonomi 

Foreign Direct Investment (FDI) kini memainkan peran penting dalam 

proses internasionalisasi bisnis. Perubahan yang sangat besar telah terjadi baik 

dari segi ukuran, cakupan, dan metode Foreign Direct Investment (FDI)  dalam 

dekade terakhir. Perubahan-perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi, 

pengurangan pembatasan bagi investasi asing dan akuisisi di banyak negara, serta 

deregulasi dan privatisasi di berbagai industri. Berkembangnya sistem teknologi 

informasi serta komunikasi global yang makin murah memungkinkan manajemen 

investasi asing dilakukan dengan jauh lebih mudah. 

Pengaruh terbesar Foreign Direct Investment (FDI)  ini ada di negara-

negara berkembang, dimana aliran FDI telah meningkat pesat dari rata-rata di 



44 

 

bawah $10 milyar pada tahun 1970an menjadi lebih dari $200 milyar pada tahun 

1999. Jumlah FDI di 'Dunia Ketiga' kini mencapai hampir seperempat Foreign 

Direct Investment (FDI) global. Di antara negara-negara lainnya, Cina adalah 

negara tuan rumah terbesar bagi FDI. Perusahaan-perusahaan multinasional besar 

dan konglomerat-konglomerat masih menjadi bagian terbesar dari Foreign Direct 

Investment (FDI) (sumber: UNCTAD). Negara-negara ASEAN dengan 

penghasilan menengah seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina kini 

tengah menghadapi tantangan utama untuk meningkatkan daya saing dan daya 

tarik mereka sebagai tuan rumah bagi Foreign Direct Investment (FDI)  dalam 

lingkungan ekonomi yang berubah dengan pesat. 

Patut dicatat pula bahwa dana Bantuan Pembangunan Luar Negeri atau 

ODA (Overseas Development Assistance) dulunya adalah sumber utama dana 

pembangunan di banyak negara berkembang. Namun, pada tahun 2000 total ODA 

hanya tinggal setengah dari jumlahnya sebelum tahun 1990an. Pembiayaan swasta 

(privat), melalui Foreign Direct Investment (FDI), telah menjadi sumber terbesar 

dari dana 'pembangunan'. Peningkatan luarbiasa FDI ini adalah akibat dari 

pertumbuhan pesat perusahaan-perusahaan transnasional dalam ekonomi global. 

Dari hanya sekitar 7.000 perusahaan multinasional di tahun 1960, angka itu 

melejit melampaui 63.000 dengan sekitar 690.000 afiliasi atau cabang menjelang 

akhir tahun 1990an. Lebih dari 75% dari perusahaan-perusahaan ini berasal dari 

negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara, sementara perusahaan-perusahaan 

subsider(cabang)nya beroperasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. 

Inilah gambaran sektor privat yang diperkirakan menguasai lebih dari duapertiga 

perdagangan internasional. 

Pemerintah sangat memberi perhatiaan pada Foreign Direct Investment 

(FDI)  karena aliran investasi masuk dan keluar dari negara mereka bisa 

mempunyai akibat yang signifikan. Para ekonom menganggap Foreign Direct 

Investment (FDI)  sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi karena 

memberi kontribusi pada ukuran-ukuran ekonomi nasional seperti Produk 

Domestik Bruto (PDB/GDP), Gross Fixed Capital Formation (GFCF, total 

investasi dalam ekonomi negara tuan rumah) dan saldo pembayaran. Mereka juga 
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berpendapat bahwa Foreign Direct Investment (FDI)  mendorong pembangunan 

karena-bagi negara tuan rumah atau perusahaan lokal yang menerima investasi 

itu-FDI menjadi sumber tumbuhnya teknologi, proses, produk sistem organisasi, 

dan ketrampilan manajemen yang baru. Lebih lanjut, Foreign Direct Investment 

(FDI)  juga membuka pasar dan jalur pemasaran yang baru bagi perusahaan, 

fasilitas produksi yang lebih murah dan akses pada teknologi, produk, 

ketrampilan, dan pendanaan yang baru. 

4. Foreign Direct Investment (FDI)  dan advokasi 

Mereka yang menentang mencatat bahwa FDI memberi makna lain pada 

ungkapan "Berpikir global, bertindak lokal" ('Think globally, act locally'). Mereka 

berpendapat bahwa FDI lebih menguntungkan negara asal (negara dari mana 

investasi itu ditanamkan) daripada negara tuan rumah (negara tujuan dimana 

investasi itu ditanamkan).Â Konglomerat-konglomerat multinasional dapat 

menggunakan kekuasaan mereka yang besar terhadap ekonomi-ekonomi yang 

lebih kecil dan lebih lemah. Mereka bisa menghabisi kompetisi lokal.Â FDI bisa 

membuat sebuah pabrik meningkatkan kapasitas produksi totalnya (seringkali 

juga dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada di negara asalnya); membawa 

produknya lebih dekat ke pasar-pasar luar negeri; membuka kantor-kantor 

penjualan lokal di negara tuan rumah; berkelit dari berbagai 'hambatan dagang' 

(trade barriers) dan menghindari tekanan pemerintah luar negeri pada produksi 

lokal. 

Lobi melawan Foreign Direct Investment (FDI)  bisa dilakukan para 

pengkampanye dengan membuat perusahaan-perusahaan tersebut tahu risiko 

finansial atas investasi mereka dalam produksi yang tidak berkelanjutan secara 

sosial maupun lingkungan. Sejarah konflik atau catatan buruk pelanggaran hak 

asasi manusia di daerah tertentu negara tuan rumah dimana investasi asing hendak 

ditujukan membuat perusahaan lebih sulit mendapatkan jaminan atas risiko 

politik. Perusahaan multinasional seharusnya juga ditekan untuk mengadaptasi 

standar internasional tertinggi atas hak-hak masyarakat adat, dampak lingkungan, 

dan syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja. Inisiatif-inisiatif PBB 

seperti Global Compact, Equator Principles, dan prinsip-prinsip tatakelola 
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korporasi dari OECD bisa digunakan untuk membuat bank dan agen pembiayaan 

lain menghentikan pembiayaan investasi yang secara sosial atau lingkungan 

merusak. Banyak perusahaan lain kini mempunyai panduan tanggung jawab sosial 

korporasi-nya masing-masing. Aksi langsung di dalam dan di seputar 

berlangsungnya RUT (Rapat Umum Tahunan) pemegang saham perusahaan-

perusahaan internasional juga terbukti menjadi alat yang efektif untuk 

menghasilkan publisitas. 

Salah satu kemungkinan mempengaruhi investasi asing adalah dengan 

mendorong investasi etis atau investasi yang bertanggungjawab secara sosial, 

yang biasa disebut SRI (Socially Responsible Investment). Walaupun belum 

menjadi arus utama, pasar SRI telah meningkat secara berarti. Di Inggris, SRI 

telah mencapai Â£7,1 milyar. Di AS, skema investasi etis telah mencapai US$153 

milyar menjelang tahun 2000, sebuah peningkatan pesat dari US$12 milyar pada 

tahun 1995. Menurut laporan, sekitar 12% dari investasi total yang dikelola di AS 

adalah bagian dari skema SRI. 

5. Liberalisasi dan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia 

UU Penanaman Modal pertama (UU No. 1/1967) yang dikeluarkan oleh 

Orde Baru dibawah pemerintahan Suharto sebenarnya mengatakan dengan jelas 

bahwa beberapa jenis bidang usaha sepenuhnya tertutup bagi perusahaan asing. 

Pelabuhan, pembangkitan dan transmisi listrik, telekomunikasi, pendidikan, 

penerbangan, air minum, KA, tenaga nuklir, dan media masa dikategorikan 

sebagai bidang usaha yang bernilai strategis bagi negara dan kehidupan sehari-

hari rakyat banyak, yang seharusnya tidak boleh dipengaruhi pihak asing (Pasal 6 

ayat 1). 

Setahun kemudian, UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 

6/1968) menyatakan: "Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang-

kurangnya 51% daripada modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki 

oleh Negara dan/atau, swasta nasional" (Pasal 3 ayat 1). Dengan kata lain, 

pemodal asing hanya boleh memiliki modal sebanyak-banyaknya 49% dalam 

sebuah perusahaan. Namun kemudian, pemerintah Indonesia menerbitkan 
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peraturan pemerintah yang menjamin investor asing bisa memiliki hingga 95% 

saham perusahaan yang bergerak dalam bidang "... pelabuhan; produksi dan 

transmisi serta distribusi tenaga listrik umum; telekomunikasi; penerbangan, 

pelayaran, KA; air minum, pembangkit tenaga nuklir; dan media masa" (PP No. 

20/1994 Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1). 

Dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah 

Indonesia mengadakan International Infrastructure Summit pada tanggal 17 

Januari 2005 dan BUMN summit pada tanggal 25-26 Januari 2005. Infrastructure 

summit menghasilkan keputusan eksplisit bahwa seluruh proyek infrastruktur 

dibuka bagi investor asing untuk mendapatkan keuntungan, tanpa perkecualian. 

Pembatasan hanya akan tercipta dari kompetisi antar perusahaan. Pemerintah juga 

menyatakan dengan jelas bahwa tidak akan ada perbedaan perlakuan terhadap 

bisnis Indonesia ataupun bisnis asing yang beroperasi di Indonesia. BUMN 

summit menyatakan jelas bahwa seluruh BUMN akan dijual pada sektor privat. 

Dengan kata lain, artinya tak akan ada lagi barang dan jasa yang disediakan oleh 

pemerintah dengan biaya murah yang disubsidi dari pajak. Di masa depan seluruh 

barang dan jasa bagi publik akan menjadi barang dan jasa yang bersifat komersial 

yang penyediaannya murni karena motif untuk mendapatkan laba. 

Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan proses liberalisasi yang saat ini 

sedang berlangsung di semua sektor di Indonesia dan menunjukkan pentingnya 

Foreign Direct Investment (FDI) bagi pemerintah Indonesia. Semangat ayat-ayat 

dalam UUD 1945 yang bermaksud melindungi barang dan jasa publik yang 

bersifat strategis telah sirna. Sumber:Lembar fakta ini sebagian besar merujuk 

pada:  
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C. Tinjauan Umum Kebijakan Pemerintah  Republik Indonesia. 

Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Implementasi.
12

 

1.1. Pengaturan Nasional Mengenai Tenaga Kerja Asing. 

Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal 

dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau 

pergerakan tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut 

berlangsung karena investasi yang dilakukan di negara lain pada umumnya 

membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pemilik/investor. Sejalan dengan 

itu, demi menjaga kelangsungan usaha dan investasinya. Untuk menghindari 

terjadinya permasalahan hukum serta penggunaan tenaga kerja asing yang 

berlebihan, maka Pemerintah harus cermat menentukan policy yang akan di ambil 

guna menjaga keseimbangan antara tenaga kerja asing (modal asing) dengan 

tenaga kerja dalam negeri. 

 

Menyadari kenyataan sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor 

asing, demikian juga dengan pengaruh globalisasi peradaban dimana Indonesia 

sebagai negara anggota World Trade Organisation (WTO) harus membuka 

kesempatan masuknya tenaga kerja asing. Untuk mengantisipasi hal tersebut 

diharapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja 

asing, serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan tersebut harus 

mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur tidak hanya di 

tingkat Menteri, dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing secara selektif 

dengan tetap memprioritaskan TKI. 

 

Oleh karenanya dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, dilakukan 

melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara 

mewajibkan bagi perusaahan atau korporasi yang mempergunakan tenaga kerja 

asing bekerja di Indonesia dengan membuat rencana penggunaan tenaga kerja 

                                                           
12

   http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/1427-tenaga-kerja-asing-di-

indonesia-kebijakan-dan-implementasi.html Ditulis oleh SyahmardanSenin, 05 September 2011 

16:29 
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asing (RPTKA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 

PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

 

1.2. Implementasi : Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang 

(TKWNAP). 

Berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menggunakan istilah 

tenaga kerja asing terhadap warga negara asing pemegang visa dengan maksud 

bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI), dalam 

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja 

Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), menggunakan istilah tenaga warga 

negara asing pendatang, yaitu tenaga kerja warga negara asing yang memiliki visa 

tingal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tetap untuk maksud bekerja 

(melakukan pekerjaan) dari dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1). 

Istilah TKWNAP ini dianggap kurang tepat, karena seorang tenaga kerja asing 

bukan saja datang (sebagai pendatang) dari luar wilayah Republik Idnonesia, akan 

tetapi ada kemungkinan seorang tenaga kerja asing lahir dan bertempat tinggal di 

Indonesia karena status keimigrasian orang tuanya (berdasarkan asas ius soli atau 

ius sanguinis). 

 

Pada prinsipnya, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang 

penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang adalah mewajibkan 

pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia di bidang dan jenis pekerjaan 

yang tersedia kecuali jika ada bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau 

tidak sepenuhnya diisi oleh tenaga kerja Indonesia, maka penggunaan tenaga kerja 

warga negara asing pendatang diperbolehkan sampai batas waktu tertentu (Pasal 

2). Ketentuan ini mengharapkan agar tenaga kerja Indonesia kelak mampu 

mengadop skill tenaga kerja asing yang bersangkutan dan melaksanakan sendiri 

tanpa harus melibatkan tenaga kerja asing. Dengan demikian penggunaan tenaga 

kerja asing dilaksanakan secara slektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja 

Indonesia secara optimal. 

2.2.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan.  
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Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan (UUK),  penggunaan tenaga kerja 

asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing 

(UUPTKA). Dalam perjalanannya, pengaturan mengenai 

penggunaan tenaga kerja asing tidak lagi diatur dalam 

undang-undang tersendiri, namun sudah merupakan bagian 

dari kompilasi dalam UU Ketenagakerjaan yang baru. Dalam 

UUK, pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 

dimuat pada Bab VIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. 

Pengaturan tersebut dimulai dari kewajiban pemberi kerja 

yang menggunakan TKA untuk memperoleh izin tertulis; 

memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan, 

jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA; kewajiban 

penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA; 

hingga kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah 

berakhirnya hubungan kerja. 

 

UUK menegaskan bahwa setiap pengusaha dilarang 

mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari 

Menteri. Pengertian Tenaga Kerja Asing juga dipersempit 

yaitu warga negara asing pemegang visa dengan maksud 

bekerja di wilayah Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut 

ditegaskan kembali bahwa setiap pemberi kerja yang 

mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis 

dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memberikan 

kesempatan kerja yang lebih luas kepada tenaga kerja 

Indonesia (TKI), pemerintah membatasi penggunaan tenaga 

kerja asing dan melakukan pengawasan. Dalam rangka itu, 

Pemerintah mengeluarkan sejumlah perangkat hukum mulai 

dari perizinan, jaminan perlindungan kesehatan sampai pada 
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pengawasan. Sejumlah peraturan yang diperintahkan oleh 

UUK antara lain : 

2.2.2. Keputusan Menteri tentang Jabatan Tertentu dan Waktu 

Tertentu (Pasal 42 ayat (5)); 

2.2.3. Keputusan Menteri tentang Tata Cata Pengesahan Rencana 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pasal 43 ayat (4)); 

2.2.4. Keputusan Menteri tentang Jabatan dan Standar Kompetensi 

(Pasal 44 ayat (2)); 

2.2.5. Keputusan Menteri tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang 

Dilarang di Jabat oleh Tenaga Kerja Asing (Pasal 46 ayat (2)); 

....Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

 

Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja 

nasional terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang 

tertentu yang tidak dapat ter-cover oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja 

asing dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang dalam hubungan kerja untuk 

jabatan tertentu dan waktu tertentu. Mempekerjakan tenaga kerja asing dapat 

dilakukan oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan kecuali pemberi kerja 

orang perseorangan. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing 

wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk kecuali 

terhadap perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing 

sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.  

 

Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu bagi tenaga kerja 

asing ditetapkan dengan keputusan Menteri, yaitu Keputusan Menteri Nomor : 

KEP-173/MEN/2000 tentang Jangka Waktu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Warga Negara Asing Pendatang....Jabatan-jabatan yang dilarang (closed list) ini 

harus diperhatikan oleh si pemberi kerja sebelum mengajukan penggunaan tenaga 

kerja asing. Selain harus mentaati ketentuan tentang jabatan, juga harus 

memperhatikan standar kompetansi yang berlaku. Ketentuan tentang jabatan dan 

standar kompetensi didelegasikan ke dalam bentuk Keputusan Menteri. Namun 

dalam prakteknya, kewenangan delegatif maupun atributif ini belum 

menggunakan aturan yang sesuai dengan UUK. 

 



52 

 

Sejak amandemen UUD 1945, asas otonomi daerah mendapatkan 

posisinya dalam Pasal 18 tentang pemerintah daerah dan dikembangkannya sistem 

pemerintahan yang desentralistis melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. Lima hal pokok yang menjadi kewenangan Pusat 

Menyusul diberlakukannya otonomi daerah ini adalah luar negeri, pertahanan dan 

keamanan, moneter, kehakiman, dan fiskal. Masalah ketenagakerjaan pun menjadi 

lingkup kewenangan pemerintah daerah, dengan menempatkannya dalam struktur 

organisasi dan tata kerja dalam struktur “dinas”. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang 

Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pengajuan mempergunakan tenaga 

kerja asing untuk pertama kalinya diajukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, selanjutnya untuk perpanjangan diajukan dan diberikan oleh 

Direktur atau Gubernur/Walikota.  

 

Berdasarkan uraian terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: ketentuan mengenai tenaga kerja asing di Indonesia dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 

tidak diatur lagi dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri seperti 

dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga kerja 

asing, tetapi merupakan bagian dari kompilasi dalam UUK yang baru tersebut. 

Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing dimuat pada Bab VIII Pasal 

42 sampai dengan Pasal 49. Namun demikian untuk dapat melaksanakan undang-

undang yang baru masih banyak kendala terutama dalam menggalakkan investasi 

karena sejumlah peraturan yang melengkapi kelancaran program penggunaan 

tenaga kerja asing belum siap, sejauh ini baru Peraturan Menteri Nomor 

PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang 

sudah ada disamping 3 Permenaker yang lain untuk mengisi kekosongan hukum 

dengan belum terbitnya peraturan-peraturan yang diperlukan maka peraturan yang 

lama sementara masih diberlakukan. 
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1.3.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 20015 tentang  

Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Regulasi /Peraturan 

PenggunaanTenaga Kerja Asing Diperbaharui.
13

) 

  Guna meningkatkan pengendalian dan dalam rangka meningkatkan 

pelayanan serta perlindungan terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia 

pemerintah kini menerbitkan aturan perubahan soal penggunaan Tenaga Kerja 

Asing. Aturan perubahan tersebut yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 16 Tahun 20015 tentang Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

 

  Regulasi yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat 

(4), Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 ini merupakan amandemen 

regulasi sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing, karena 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan. 

 

  Pemberi kerja TKA meliputi Instansi Pemerintah, Badan-badan 

Internasional, perwakilan negara asing, Organisasi Internasional, Kantor 

Perwakilan Dagang Asing, kantor perwakilan berita asing, perusahaan swasta 

asing, badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang, badan hukum 

yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk perseroaan terbatas 

atau yayasan, lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan usaha 

impresariat. 

  Untuk substansi pengaturan yang membedakan dengan regulasi 

sebelumnya adalah terkait kewajiban pemberi kerja TKA wajib melakukan 

penyerapan tenaga kerja WNI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang untuk 

penggunaan 1 (satu) orang TKA, permohonan RPTKA dan IMTA dapat 

dilakukan secara online, perpanjangan IMTA yang dilakukan oleh PTSP provinsi 

atau kabupaten/kota wajib mendapatkan rekomendasi dari dinas provinsi atau 

dinas kabupaten/kota, pemberi kerja harus melampirkan NPWP, TKA yang sudah 

bekerja lebih dari 6 (enam) bulan harus memliki NPWP dan kepesertaan Jaminan 

                                                           
13

 http://indonesianindustry.com/regulasi-penggunaan-tenaga-kerja-asing-indonesia-

diperbaharuiADMIN, Indonesian Industry  September 1, 2015 

http://indonesianindustry.com/author/admin
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Sosial Nasional, masa berlaku IMTA untuk TKA yang menduduki jabatan sebagai 

anggota direksi, anggota komisaris atau anggota pembina, anggota pengurus dan 

anggota pengawas paling lama 2 tahun dan dapat di perpanjang. 

 

  Adapun penambahan pengaturan dalam regulasi ini bahwa IMTA dapat 

digunakan sebagai dasar penerbitan persetujuan visa, pemberian dan perpanjangan 

ITAS, alih status izin tinggal kunjungan (ITK) menjadi ITAS, alih status ITAS 

menjadi ITAP (izin tinggal tetap) dan perpanjangan ITAP, serta IMTA untuk 

wilayah Perairan digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan izin berlayar dari 

instansi yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan. 

 

  Selain itu, dalam regulasi baru ini juga diatur terkait izin mempekerjakan 

TKA untuk pekerjaan bersifat sementara, pekerjaan darurat dan mendesak, 

kawasan ekonomi khusus dan kawasan pelabuhan bebas dan perdangangan bebas, 

wilayah perairan, pemandu nyayi/karaoke, pemengang izin tinggal tetap, adapun 

pembayaran dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) 

sebesar US$ 100 (seratus) Dolar Amerika  per-jabatan/bulan untuk setiap TKA 

yang dibayarkan dimuka harus dikonversi terlebih dahulu ke rupiah. Robert 

 

1.4.Revisi: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 16/2015 tentang  

 Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
14

Nasib Indonesia setelah revisi aturan tenaga kerja asing. 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini menghapuskan kewajiban 

perusahaan untuk merekrut tenaga kerja Indonesia setiap merekrut tenaga kerja 

asing. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) No. 35 tahun 2015 yang merevisi Permenaker No. 16 tahun 2015 

tentang Tata Cara Penerimaan Warga Asing pada 23 Oktober 2015. 

Dalam revisi tersebut pemerintah menghapuskan pasal 3 yang yang 

mensyaratkan perusahaan untuk merekrut sepuluh tenaga kerja Indonesia (TKI) 

setiap merekrut satu orang tenaga kerja asing (TKA). Menurut mantan anggota 

                                                           
14

 http://www.rappler.com/indonesia/111215-revisi-permenaker-agenda-bunuh-diri Rappler.com1 

September 2015 

http://www.rappler.com/indonesia/111215-revisi-permenaker-agenda-bunuh-diri
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Komisi IX DPR RI sekaligus pimpinan Organisasi Kesejahteraan Rakyat 

(Orkestra) Poempida Hidayatulloh, “keputusan pemerintah untuk menghapuskan 

pasal tersebut keliru karena seharusnya pasal tersebut dipertajam, bukan 

dihapuskan”. “Basis aturan itu (pasal 3 dalam Permenaker No. 16 tahun 2015) 

masih menyisakan ambigu karena angka perbandingan pekerjanya bisa tidak 

sepadan. Karena satu pekerja expat bisa dibayar puluhan atau ratusan juta. Kalau 

mereka hanya dirasiokan dengan pekerja harian misalnya, terjadi disparitas yang 

sangat jauh,” kata Poempida kepada Rappler, Jumat, 30 Oktober. Meskipun begitu 

tidak seharusnya pasal tersebut dihapuskan. “Menghapuskan pasal itu akan 

membuat basis ambiguitas baru,” ujarnya.“Seharusnya pasal tersebut dipertajam 

dan diberikan basis hukuman yang memberikan efek jera. Sehingga pada 

prakeknya akan lebih baik.” 

Pada tanggal 23 Oktober 2015 lalu, Kementrian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi  (Kemenakertrans) menerbitkan aturan baru terkait tata cara 

penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia yaitu Permenaker No: 35 

tahun 2015. Permenaker 35/2015 ini menghilangkan, menambah dan mengubah 

beberapa pasal yang sudah dituangkan dalam Permenaker No: 16 tahun 2015. 

Beberapa perubahan yang dilakukan:  

1.Pasal 3 dihapus,  

2.Di antara pasal 4 dan 5 disisipkan pasal 4A,  

3. Ketentuan pasal 16 diubah,  

4. Ketentuan pasal 37 diubah,  

5.Pasal 40 ayat (2) dihapus, 

6.Pasal 46 diubah,  

7.Pasal 66 diubah, 

8.Di antara pasal 66 dan 67 disisipkan pasal 66A,  

9.Di antara Bab  XI dan XII disisipkan Bab XIA dan di antara pasal 66A    

  dan 67 disipkan pasal 66B). 
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2. Regulasi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM 

Tentang Pemberian Bebas Visa. 

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM melalui 

website resmi menerbitkan Regulasi tentang pemberian bebas visa untuk 169 

negara Layanan Publik / Bebas Visa Kunjungan;
15

 

Umum 

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan 

negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing dari warganegara 

tertentu untuk masuk dan keluar wilayah republik indonesia yang dilaksanakan 

dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan 

memperhatikan asas timbal balik dan manfaat serta dapat memberikan manfaat 

yang lebih dalam meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan 

mancanegara. 

Persyaratan: 

1. Memiliki Paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan 

2. Memiliki tiket kembali atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara 

lain 

Lama tinggal: 

Bebas visa kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling 

lama 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi 

izin tinggal lainnya. 

Tujuan: 

1. Wisata 

2. Keluarga 

3. Sosial 

4. Seni dan budaya 

5. Tugas pemerintahan 

6. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar 

                                                           
15 http://www.imigrasi.go.id/index.php/produk-hukum/undang-undang 

 

http://www.imigrasi.go.id/index.php/produk-hukum/undang-undang
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7. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di 

indonesia 

8. Meneruskan perjalanan ke negara lain 

 

 


